
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 13 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2022 
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  

HOLISTIK INTEGRATIF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan anak usia 
dini secara holistik integratif dan selaras antar lembaga 
layanan terkait di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor 8 tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik 
Integratif; 

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik
Integratif di Kota Surabaya, Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 8 tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf
a perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 
Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143);
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  3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 
 

  4.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 
 

  5.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 
 

  6.  Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5080); 
 

  7.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
 

  8.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  9.  Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang 
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146); 
 

  10.  Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 
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  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 
 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi 
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5614); 
 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6676); 
 

  14.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak 
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1279); 
 

  15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 

  16.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 
Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga dalam  
Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378); 
 

  17.  Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus 
Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143); 
 

  18.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses 
pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan 
Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);  
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  19.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar 
Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, 
Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan 
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 460);  
 

  20.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar 
Pengelolaan pada Pendidikan Menengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);  
 

  21.  Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal; 
 

  22.  Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15); 
 

  23.  Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 
3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 
 

  24.  Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 
tentang pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak 
Usia Dini Terpadu (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2008 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program 
Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 45); 
 

  25.  Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota 
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 
47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 
47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 
Pendidikan Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2021 Nomor 57); 
 

  26.  Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 
Nomor 70); 
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  27.  Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2022 
tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini 
Holistik Integratif (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2022 Nomor 9). 

   

 
 

Menetapkan  

 
 

: 

                        MEMUTUSKAN: 
 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2022 
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA 
DINI HOLISTIK INTEGRATIF. 
 

Pasal I 
 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 
8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak 
Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2022 Nomor 9) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan ayat 2 huruf f diubah dan setelah ayat (3) Pasal 8 

ditambah 5 (lima) ayat baru, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), 
ayat (7), dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 
 

(1) Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif 
pada Satuan dan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini 
terdiri dari: 

 

a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang 
mempunyai anak usia dini; 
 

b. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD; 
 

c. kader-kader masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu, 
Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman 
Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan 
kader-kader masyarakat yang sejenis; 

 

d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan; 
 

e. Perangkat Daerah terkait; 
 

f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi 
kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan; 

 

g. media massa; dan 
 

h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra 
organisasi nasional dan internasional. 

 

(2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari: 

 

a. TK; 
 

b. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal; 
 

c. TKLB;  
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d. KB; 
 

e. TPA; dan  
 

f. Pos Paud Terpadu (PPT). 
 

(3) Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui : 

 

a. layanan pos pelayanan terpadu; 
 

b. layanan bina keluarga balita; dan 
 

c. layanan pendidikan anak usia dini. 
 

(4) Layanan pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a adalah salah satu bentuk upaya 
kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan 
diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat 
dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna 
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan 
kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan 
kesehatan dasar. 

 
(5) Layanan bina keluarga balita sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf b adalah layanan penyuluhan bagi orang tua 
dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina 
tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, 
mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral 
untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. 
 

(6) Layanan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui Pos Paud 
Terpadu (PPT) yang diselenggarakan oleh Bunda Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan. 

 
(7) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas: 
 

a. menetapkan kepala sekolah, pendidik dan tenaga 
kependidikan pada Pos Paud Terpadu (PPT); 
 

b. melakukan pemutakhiran data/profile siBunda (sistem 
informasi Bunda PAUD Kota Surabaya); 

 
c. mendorong Pos Paud Terpadu (PPT) untuk melaksanakan 

program dan kebijakan pendidikan dari Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah; dan 

 
d. melaksanakan tugas lain dalam rangka mewujudkan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Surabaya Berkualitas 
dengan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik 
Integratif. 

 
(8) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7), Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
Kecamatan dibantu Bunda Pendidikan Anak Usia Dini 
Kelurahan dan Penilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
Pendidikan Masyarakat Kecamatan. 
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2. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10 

(1) Dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik
Integratif, perlu dibentuk Keputusan Walikota tentang
Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik
Integratif Daerah.

(2) Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik
Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Perangkat Daerah yang tergabung dalam gugus tugas
Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan mitra
terkait.

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 20 Februari 2024 

WALIKOTA SURABAYA 

ttd 

           ERI CAHYADI 

Diundangkan di ...... 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 20 Februari 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 
Pembina Utama Madya 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 14 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 

NIP. 197803072005011004 
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